
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLlK INDONESJA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 201/PMK.04/2020 

Menimbang 

TENTANG 

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) 

DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) 

DENGAN RAHMAT :'UHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAl"'\J REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan 111engenai deklarasi inisiatif 

( voluntary declaration) dan · pembayaran inisiatif 

(voluntary payment) atas nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan 

Me!lteri Keuangan Non10r 67 /PMK.04/2016 tentang 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai 

Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk; 

b. bahwa untuk lebih n1emberikan kepastian hukum dan 

meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan 

kepatuhan ilnportir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha te1npat penilnbunan berikat dalain 

penyainpaian deklarasi inisiatif ( voluntary declaration) 

dan kewajiban pembayaran inisiatif (voluntary 

payment), perlu 1ne111berikan pedon1an dalain 

penyan1paia11· deklarasi inisiatif (voluntary declaration) 

dan pen1bayaran inisiatif ( voluntary payment) 111elalui 

penyempurnaan terhadap ketentuan sebagailnana 

dimaksud dalam huruf a; 
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c. bahwa berclasarkan pertin1bangan sebagain1ai1.a dimaksud 

dalam hun1f a clan hun1f b, serta untuk melaksanaka.11 

ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan · atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tal1.un 1995 tentang Kepabeanan, perlu 

111enetapkai1. Peraturan Mente1i Keua.11.gan tentai1g 

Deklai-asi Inisiatif (Voluntary Declaration) clan Pembayai-a.11. 

Inisiatif (Voluntary Payment); 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Len1baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Non1or is, Tainbahan Len1baran Negara 

Republik Indonesi.a No1nor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubal1.an atas Undang-Undang Nornor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tainbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang No1nor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Le1nbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nonior 166, Tambahan Le1nbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Non1or 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Le1nbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentai1g Organisasi clan Tata. Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagailnana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No1nor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Or&anisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEKLARASI 

. INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN 

INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT). 

BABI 

KETENTUAN UMUfyl 

Pasal 1 

Dalain Peraturan Mente1i ini yang din1aksud dengan: 

1. hnportir adalah orang perseorangan atau badan hukun1 

yang mengilnpor barang. 

2. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pemberitahuan 

pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk 

dipakai, pemberitahuan pabean untuk pen1asukan 

barang asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran barang 

asal luar daerah pabean dari kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas ke te1npat lain dala1n daerah 

pabean, atau pemberitahuan pabean untuk pengeluaran 

barang dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor 

untuk dipakai. 

3. Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) adalah 

pemberitahuan In1portir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha tempat penimbunan berikat, dalain rangka 

memberitahukan dan 1nen1perkirakan atas harga yang 

seharusnya dibayar dan/ atau biaya dan/ atau nilai yang 

harus ditainbahkan pada nilai transaksi yang behnn 

dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

4. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan 

Un.dang-Un.dang Kepabeanan yang dikenakan terhadap 

barang yang diin1por. 
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5. Pajak Dalam Rangka hnpor yang selanjutnya disingkat 

dengan PDRI adalah Pajak Pertainbahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 

6. Harga Futures adalah harga yang seharusnya dibayar 

pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas. 

7. Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya disebut 

Royalti adalah biaya yai1.g harus dibayar oleh pe1nbeli 

secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan 

jual beli bai-ang impor yang mengandung Hak Atas 

Kekayaan Inte_lektual (HAKI). 

8. Proceeds adalah nilai setiap bagian dari pendapatan yang 

diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan 

atau pe1nakaiai1. barang impor yai1.g bersangkutan 

ke1nudian diserahkan secara langsung atau tidak 

langsung kepada penjual. 

9. Bia ya Transportasi (Freight) adalah biaya transportasi 

barang impor ke tempat impor di daerah pabean, yaitu 

biaya transportasi yang seharusnya dibayar yang pada 

umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan 

seperti B/L atau AWB atau dokumen pe1janjian lainnya 

dali barang ilnpor yang bersangkutan. 

10. Biaya Asurai1.si (Insurance) adalah biaya penjan1inan 

pengai1.gkutan bai-ang dari tempat ekspor di luar negeri 

ke tempat impor di daeral1. pabean yang pada umu1nnya 

dibuktikan oleh dokumen asuransi yang menyatakan 

untuk beberapa kali pengiriman barang, atau berlaku 

dalam peliode tertentu. 

11. Assist adalah nilai dali barang dan jasa yang dipasok 

oleh pe1nbeli kepada penjual sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur ketentuan 

n1;engenai nilai pabean untuk penghitungan bea nJ.asuk. 

12. Pembayaran Inisiatif atas Nilai ·Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) adalah pernbayaran Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas hai-ga yang 

sehan1snya dibayar dan/ atau biaya dan/ atau nilai yang 

harus ditambahkai1. pada nilai transaksi pada saat telah 
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dapat ditentukan (settlement date). oleh Ilnportir, 

pengusaha di kawasan perdaganga11 bebas dan 

pelabuha.n bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, dalain rangka pe1nenuhan kewajiban atas 

Deklai~asi lnisiatif (Voluntary Declaration). 

13. Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on 

Tariff) adalah pembayaran inisiatif oleh Importir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau 

PDRI akibat perbedaan pembebanan taiif. 

14. Pen1bayarai1 Inisiatif atas Ju1nlah (Voluntary Payment on 

Quantity) adalah pe1nbayaran inisiatif atas kelebihan 

jumlah barang impor saat importasi yang mengakibatkan 

kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/ a tau 

PDRI. 

15. Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary 

Payment on Transaction Va[ue) adalah pen1bayaran inisiatif 

atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat 

kesalal1an tulis pacla Pemberital1uan Pabean Ilnpor. 

16. Audit Kepabeanan adalal1 kegiatan pemeriksaan laporan 

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi 

bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang 

berkaitan dengan kegiatan dr bidang kepabeanan, 

dan/ a tau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan 

kete_ntuan peraturan pen1ndang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

1 7. Kantor Pabean · adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang­

Undang Kepabeanan. 

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 
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19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk 1nelaksan.akan tug as tertentu 

, berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

Pasal 2 

(1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan 

nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan 

yang telah me1nenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang 111engatur 

mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk. 

(2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang 

seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penju.al atas 

barang yang _ dijual untuk diekspor ke dalam daerah 

pabeap, dita111bah dengan biaya dan/ atau nilai yang 

harus ditainbahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya 

dan/atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga 

yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. 

BAB II 

DEKLARASI INISIATIF 

(VOLUNTARY DECLARATION) 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

(1) hnportir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat penilnbunan 

berikat, -dapat melakukai-1 Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration). 

(2) Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagailnana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal 

harga yang seharusnya dibayar dan/ atau biaya dan/ atau 

nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi 
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sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum 

dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan 

Peinberitahuan Pabean Impor. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

Pasal4 

(1) Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagailnana 

dimaksud dafa1n Pasal 3 dilakukan terhadap substansi 

sebagai berikut: 

a. Harga Futures; 

b. Royalti; 

c. Proceeds; 

d. Biaya Transportasi (Freight); 

e. Biaya Asuransi (Insurance); dan/ atau 

f. Assist. 

(2) Harga Futures sebagailnana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, h.arus 111en1enuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. harga penyelesaian (settlement price) baru dapat 

dipastikan pada suatu tanggal tertentu (settlement 

date) setelah tanggal pendaftaran Pemberitahuan 

Pabean Impor; 

b. barang merupakan komoditas yang 

diperdagangkan di bursa berjangka komoditas 

(futures market); dan 

c. terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara 

pe1nbeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu. 

(3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak 

langsung; 

b. 111erupakan persyaratan penjualan yang dibuktikan 

melalui kontrak, perjanjian, atau doku1nen lainnya 

yang menunjukkan adanya kewajiban me1nbayar 

Royalti; 
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c. berkaitan dengan barang yang diimpor; dan 

d. pada barang impor terdapat Hak Atas Kekayaan 

, Intelektual (HAKI). 

(4) Proceeds sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

harus memenuhi persyaratan. sebagai be1ikut: 

a. 1nerupakan 

diperoleh 

nilai dali bagian pendapatan yang 

pe1nbeli atas penjualan kembali, 

peman.faatan, atau peinakaian barang ilnpor; 

b. nilai dali bagian pendapatan sebagailnana dimaksud 

pada huruf a diserahkan secara langsung atau tidak 

langsung kepada penjual; dan 

c. merupakan persyaratan atas transaksi jual bell 

barang impor maupun tidak. 

(5) Biaya Transportasi (Freight) sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. berkaitan dengan barang yang diin1por; 

b. terdapat kontrak tertulis atau dokurn.en pe1janjia11. 

lainnya yang clapat dibuktikan keabsal1.an11.ya antara 

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan bertkat, dengan penyedia jasa 

pengangkutan untuk jangka waktu tertentu; dan 

c. Biaya Transportasi (Freight) didasarkan pada bukti 

nyata atau data yang objektif dan terukur. 

(6) Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dilnaksud pada 

ayat (1) huruf e, hams me1nenuhi persyaratan sebagai 

bertkut: 

a. berkaitan dengan barang yang diimpor; 

b. terclapat kontrak tertulis atau clokumen asuransi 

lainnya yang dapat clibuktikan keabsahannya antara 

In1portir, ·pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusal1.a tempat 

penimbunan bertkat, dengan penyedia jasa asuransi 

untuk jangka waktu tertentu; dan 

c. Biaya Asuransi (Insurance) didasarkan pada bukti 

nyata atau data yang objektif dan terukur. 
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(7) Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, h.arus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berkaitan denga.11 barang yang diin1por; 

b. terdapat kontrak tertulis a.tau doku1nen lainnya terkait 

Assist yang dapat dibuktikan keabsahannya a11.tara 

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan. bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan berikat, dengan penjual untuk jangka 

waktu tertentu; dan 

c. didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif 

dan terukur. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara: Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dapat dilakukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor 

berupa: 

a. · Pernberitahuan Impor Barang (PIE); 

b. pe1nberitahuan pa.bean untuk pemasukan barang 

asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran 

barang asal luar daerah pabean dali kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat 

lain dalarn daerah pa.bean; atau 

c. pernberit0,huan pa.bean untuk pengeluaran barang 

dari te1npat penilnbunan I?erikat yang dii1npor untuk 

dipakai. 

(2) Dalam ha.I · Pe1nberital1.uan Pabean Ilnpor sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) belurn mengakomodasi substansi 

pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir, 

pengusaha di kawasan perdagang<:111. bebas dan pelabuhan 

bebas, dan pengu.saha ternpat penirnbunan be1ikat 
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1nelakukan Deldarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dengan mengisi Fonnulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration). 

(3) Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen 

pelengkap pa.bean atas Pe1nberttahuan Pa.bean Impor 

sebagain1ana dimaksud pada ayat (1). 

( 4) Bentuk Fonnulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) sebagailnana dimaksud pada ayat (2) 

menggunakan contoh format yang tercantum dalan1 

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dart Peraturan Mentert ini. 

Pasal 6 

(1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) untuk Harga Futures sebagai1nana dilnaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, data yang harus 

dicantu1nkan dalam Pemberitahuan Pa.bean hnpor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimakslid dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu: 

a. barang yang dii1npor dengan Harga Futures; 

b. perkiraart Harga Futures; dan 

c. tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures. 

(2) Perkiraan Harga . Futures sebagai1nana dilnaksud pada 

ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan 

nilai pa.bean sebagailnana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1). 

( 3) Tanggal penyelesaian ( settlement date) Harga Futures 

sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, paling 

lama 90 (sembilan puluh) hart terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Pe1nberitahuan Pa.bean hnpor. 
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(1) Pada pelaksanaan 

Pasal 7 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration), untuk Royalti sebagaiman.a dimaksud dalain 

Pasal 4 ayat (1) huruf b, Proceeds sebagailnana dilnaksud 

dala1n Pasal 4 ayat ( 1) huruf c, dai-1/ atau Assist 

sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, data 

yang harus dicantumkan dalam· Pen1beritahuai1 Pabeai1 

Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu: 

a. barang yang diimpor yang mengandung Royalti, 

Proceeds, dan/ atau Assist; 

b. perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist; 

dan 

c. tanggal penyelesaian (settlement date) pembayaran 

Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist. 

(2) Perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist 

sebagailnana dilnaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan 

sebagc:ti biaya dan/ atau nilai yang harus ditambahkan 

pada nilai transaksi sebagaimai1a dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2). 

(3) Tanggal penyelesaian (settlement date) pembayai-ai1 Royalti, 

Proceeds, dan/atau Assist sebagaimai1a dimaksud pada 

ayat (1) huruf c berdasarkan kesepakatan antara pembeli 

dan penjual dalam kontrak, perjanjian atau dokumen 

lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban me1nbayar 

Royalti, Proceeds, dai1/atau Assist, paling lama 365 (tiga 

ratus enam puluh li1na) haii terhitung sejak tai1.ggal 

pendaftatai1 Pe1nbe1itahuai1. Pabean hnpor. 

(4) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) masih dapat dilakukan 

setelah tanggal penyelesaian ( settlement date) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 
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Payment on Customs Valuation) yang pertan1a dilakukan, 

dala1n hal berdasarkan kesepakatan antara pen1beli dan 

penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat 

kewajiban pembayaran Royalti dan/ atau Proceeds. 

Pasal 8 

(1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration), untuk Bia ya Transportasi (Freight) 

sebagain1ana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 

dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, data yang 

harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagailnana din1aksud dalan1 Pasal 5 ayat (2) yaitu: _ 

a. perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/ atau 

Bia ya Asuransi (Insurance); dan 

b. tanggal penyelesaian ( settlement date) pembayaran 

Biaya Transportasi (Freight) dan/ a tau Biaya 

Asuransi (Insurance). 

(2) Perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/ atau 

Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai 

yang h.arus ditarn.bahkan pada nilai transaksi 

sebagain1ana di1naksud dala1n Pasal 2 ayat (2). 

(3) Tanggal penyelesaian (settlement date) pe1nbayaran Biaya 

Transportasi (Freight) berdasarkan kesepakatan antara 

pe1nbeli dengan penyedia jasa pengangkutan dan/atau 

Biaya Asuransi (Insurance) berdasarkan kesepakatan 

antara pembeli dengan penyedia jasa asuransi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 

kontrak atau perjanjian, paling lama 365 (tiga ratus 

enan1 puluh lin1a) hari terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 
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BAB III 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN 

(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION) 

Bagian Kesatu 

Penghitungan Ulang 

Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI 

Pasal 9 

(1) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat, 111.enghitung ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau 

PDRI pada saat jatuh te1npo tanggal penyelesaian 

(settlement date): 

a. Harga Futures sebagailnana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c; 

b. pembayaran Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf c; atau 

c. pembayaran Biaya Transportasi (Freight) dan/atau 

Biaya Asuransi (Insurance) sebagailnana dilnaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b. 

(2) Penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI 

sebagailnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan bukti atau dokumen yang diperoleh pada 

saat tanggal penyelesaian (settlement date) sesuai dengan 

klasifikasi, p~mbebanan dan Nilai Dasar Penghitungan 

Bea Masuk (NDPBM) yang tercantum pada 

Pemberitahuan Pabean In1.por yang telah mendapatkan 

nomor dan tanggal pendaftaran. 

(3) Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar 

pada saat Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dikurangi dengan hasil penghitungan ulang Bea Masuk, 

cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
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( 4) Hasil penghitungan sebagailnana dilnaksud pada ayat (3) 

untuk n1engetahui selisih kurang, selisih lebih, atau 

tidak ada selisih pernbayaran Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI. 

Pasal 10 

(1) Dalarn hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 

ayat (3) 1nenunjukkan selisih kurang, Ilnportir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat penin1bunan 

berikat 1ne1nbuat dan menuangkan sendiri kekurangan 

pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI tersebut 

pada dokumen dasar Pembayarq11 Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

(2) Doku1nen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment: on Customs Valuation) sebagailnana 

dilnaksud pacla ayat ( 1) dibuat untuk 1nelakukan 

pembayaran settap Pemberitahuan Pabean Impor yang 

telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada 

Kantor Pabean yang sama. 

(3) Bentuk dokumen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) 

sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) 111,enggunakan 

contoh format yang tercantu1n dalam Lampiran huruf B 

yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagain1ana dilnaksud dalam Pasal 9 

ayat (3) menunjukkan selisih lebih, Importir, pengusaha 

di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, 

atau pengusaha te1npat penilnbunan berikat, dapat 

mengajukan pennohonan penge1nbalian atas selisil1. lebil1. 
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pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI kepada 

Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean 

Ilnpor 1nendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal penyelesaian (settlement date). 

(3) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dala1n Pasal 9 

ayat (3) 1nenunjukkan tidak ada selisih, hnportir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, menya1npaikan laporan disertai bukti atau 

dokurnen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean 

ternpat Pe1nberitahuan Pabean hnpor n1endapatkan 

n01nor dan tanggal pendaftaran. 

(4) Dalam rangka penge1nbalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean: 

a. mengajukan permintaan untuk dilakukan penelitian 

ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan 1nengenai penelitian ulang; atau 

b. me1nberikan pengembalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 1nengenai pengembalian 

dalam rangka kepabeanan. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pernbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) 

Pasal 12 

(1) Atas kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat 

penimbunan berikat harus melakukan Pembayaran 

Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation). 
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(2) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagai1nana dirnaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan dalarn jangka waktu paling 

larnbat 7 (t1.,~j"uh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

penyelesaian ( seitlement date): 

a. Harga Futures; 

b. Royalti; 

c. Proceeds; 

d. Biaya Transportasi (Freight); 

e. Biaya Asuransi (Insurance); dan/atau 

f. Assist, 

yang tercantum dalan1 Pernberitahuan Pabean hnpor. 

(3) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagairnana din1aksud 

pada ayat (1) dilakukan _berdasarkan dokurnen dasar 

Pernbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagairnan_a dirnaksud 

dalarn Pasal 10 ayat (3). 

( 4) Apabila penyelesaian I-4:arga Futures, pen1bayaran Royal ti, 

pen1bayaran Proceeds, pe1nbayaran Biaya Transportasi 

(Freight), Biaya Asuransi (Insurance), dan/ atau Assist 

lebih cepat sebelurn tanggal penyelesaian (settlement 

date) yang tercanturn dalarn Pemberitahuan Pabean 

Impor, Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) dapat dilakukan sebelu1n 

jangka waktu Pe111bayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagailnana 

dimaksud pada ayat (2). 

(5) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Importir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat, tidak rnelakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration). 

www.jdih.kemenkeu.go.id



(6) Tata cara 

(Voluntary 

- 17 -

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

Payment on Customs Valuation) dan 

penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

1nengenai tata cara pembayaran dan penyetoran 

penerilnaan negara. 

(7) Sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat J enderal 

Bea dan Cukai 1ne1nberitahukan jatuh ten1po 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) kepada In1portir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat 

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart kerja sebelum tanggal 

penyelesaian ( settlement date). 

(8) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dilnaksud pada 

ayat (7) belum tersedia atau 1nengalaini gangguan, Kepala 

Kantor Pabean n1enyampaikai1 surat pe1nberitahuan 

jatuh tempo Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) dalam jangka 

waktu paling laina 7 (tujuh) hai-i kerja sebelum tai--iggal 

penyelesaiai--i ( settlement date). 

(9) Surat Pemberitahuan jatuh tempo Pe1nbayaran Inisiatif 

atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation) sebagaimana dilnaksud pada ayat (8), 

menggunakan contoh format yang tercantmn dalam 

Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dart Peraturan Menteri ini. 

(10) Dalain hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan 

bebas dai1 pelabuhan bebas, atau pengusal--ia te1npat 

penil11bunan . be1ikat tidak n1elakukan Penibayaran 

Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation) atas kekurangan. pembayaran Bea Masuk, 

cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) sampai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
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Kantor Pabean merekomendasikan Pemberitahuan 

sebagailnana dilnaksud dalain Pasal 5 ayat ( 1) terse but 

untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

undangan mengenai penelitian ulang 

Kepabeanan. 

BAB IV 

perundai1.g­

atau Audit 

PELAPORAN, PENATAUSAHAAN, MONITORING DAN 

EVALUASI DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY~ 

DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI 

PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATI0l'v1 

Pasal 13 

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang sebagailnana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalain pelaksanaan 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), hnportir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat harus 1nenyampaikan laporan dengan 

melampirkai1.: 

a. bukti atau dokun1en yang dite1i1na pada tanggal 

penyelesaian ( settlement date).;. 

b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation); 

dan 

c. biLling DJBC dan bukti pe1nbayaran, 

kepada Kepala Kantor Pabean te1npat Pe1nberitahuan 

Pabeai1. Impor 1nendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hart kerja terhitung 

sejak tanggal penyelesaian (settlement date). 

(2) Atas pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration), Importir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha ten1pat penimbunan berikat, harus 

1nenya1npaikan laporan dengan melan1pirkan bukti atau 
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dokun1en yang cliterilna pada tanggal penyelesaian 

( settlement date), dalarn hal: 

a. terdapat selisih lebih sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 11 ayat (1); atau 

b. tidak ada selisih sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 11 ayat (3), 

kepada Kepala Kantor Pabean ternpat Pernberitahuan 

Pabean hnpor n1endapatkan non1or dan tanggal 

pendaftara.11 paling la1nbat 7 (tujuh) hari kerJa terhitung 

sejak tanggal penyelesaian (seitlement date). 

(3) Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2), disarnpaikan secara elektronik rnelalui sistern 

aplikasi yang dikelola oleh Direktorat J enderal Bea dan 

Cukai. 

( 4) Dalain hal sis tern aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagairnana di1naksud pada 

ayat (3) belurn tersedia atau 1nengala111i gangguai1 

operasional, laporan sebagairnana dilnaksud pada 

ayat ( 1) dan ayat (2) disarnpaikan rnelalui surat 

elektronik. 

(5) Bentuk laporan sebagain1ana dirnaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2) 1nenggunakan contoh fonnat yang tercanturn 

dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

( 6) Dalarn hal Importir, pengusal1a di kawasai1 perdagai1gan 

bebas dai1 pelabuhai1 bebas, atau pengusal1.a te1npat 

penirnbunan berikat tidak rnenyarnpaikan laporan 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala 

Kantor Pabeai1 rnerekornendasikan Pernberitahuan Pabean 

Impor sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) 

tersebut untuk dilakukan peneli1:ian ulang atau Audit 

Kepabeanai-1 sesuai dengan ketentuai1 peraturan 

perundang-undangai1 1nengenai penelitiai1 ulai1g atau 

Audit Kepabeanan. 
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Pasal 14 

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

be1ikat harus 111enatausahakan semua dokumen yang 

berhubungan dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) dan/ atau Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

111.enangani perbendaharaan 1nelakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Deklarasi Inisiatif 

(Voluntary Declaration), Pembayar_an Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation), dan 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13. 

(2) Monit01ing dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilakukan dengan: 

a. 11.1.eneliti kebenaran Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan 

b. memastikan penyampaian laporan sesuai dengan 

jang~a waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) dan ayat (2), 

sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). 

(3) Hasil 1nonitoring dan evaluasi sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan reko1nendasi 

untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

undangan mengenai penelitian ulang 

Kepabeanan. 

perundang­

atau Audit 
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